BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

Menimbang :

KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi

kependudukan, Pemerintah  Daerah  berkewajiban
memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap
penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang
dialami oleh Penduduk;

bahwa untuk mendorong tertib Administrasi
Kependudukan dan menghilangkan perlakuan yang
diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen
kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
penerbitan dokumen kependudukan juga bertujuan
untuk lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia
maka perlu kemudahan dalam pelayanan administrasi
kependudukan;

bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan
penerbitan Dokumen Kependudukan dilakukan tanpa
ada perlakuan yang diskriminatif dengan menganut
sistem stelsel aktif melalui peran aktif Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;



Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor S5 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor S5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan perlu diubah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor S5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5946);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonsia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5475);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5216);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;
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Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor S5 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 218);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Menetapkan :

dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5
TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.



Pasal I

Ketentuan Pasal 97 dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 172) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
218), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa
denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa
Kependudukan dalam hal ini:

a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1);

b. pindah datang ke luar negeri bagi WNI, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);

c. pindah datang dari luar negeri bagi WNI, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);

d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Terbatas, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1);

e. perubahan status bagi Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki 1zin
Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1);

f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 ayat (1); atau

g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
ayat (2).

(2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terhadap WNI sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f terhadap
Orang Asing sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
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Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g terhadap WNI sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan
Orang Asing sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa
denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa
Penting dalam hal ini:

a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat
(1) atau Pasal 52 atau Pasal 53 ayat (1);

b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (1) atau Pasal 58 ayat (1);

c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 ayat (1);

d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (1) atau dalam Pasal 62 ayat (3);

e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (1);

f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat
(1) atau Pasal 65 ayat (1);

g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 ayat (1);

h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 ayat (1);

i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
68 ayat (1);

j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

70 ayat (2); atau

k. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).

Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf a dan huruf f terhadap WNI sebesar Rp0,00 (nol
rupiah) dan terhadap Orang Asing sebesar Rp0,00 (nol
rupiah).

Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan
huruf k sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf d dan huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI SUKOHARJO,
ttd
WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI
JAWA TENGAH : (16/2017)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

I.

NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

UMUM.

Pengaturan denda administratif sebagai bentuk sanksi
administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal
91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara
asas hukum dan norma hukum menimbulkan ketidakpastian hukum
dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan
asas stelsel aktif yang dulu dilakukan oleh penduduk sebagai
pemohon dokumen kependudukan menjadi kewajiban pemerintah.

Norma atau ketentuan tentang denda administratif yang diatur
kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor S Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah agar
sesuai dengan asas kepastian hukum.

Perubahan ketentuan denda administratif dalam peraturan
daerah bertujuan memberikan keadilan sosial baik untuk kepentingan
penduduk dan penyelenggara Negara dalam tertib administrasi
kependudukan dan upaya investasi. Untuk itu, pengaturan denda
sebagai sanksi administratif perlu diatur ulang namun tetap pada
kaidah peraturan perundang-undangan.

Upaya agar tercipta pengaturan perundang-undangan yang
harmonis dengan tidak meninggalkan asas hukum dalam
pembentukannya maka materinya harus sesuai dengan asas
ketertiban dan kepastian hukum. Asas tersebut menyatakan bahwa
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat
mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian
hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79A Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
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tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengurusan dan
penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, maka
konsisten dengan aturan tersebut untuk pengurusan denda
keterlambatan atas pengurusan dokumen kependudukan diatur
besaran denda administratif ekuivalen sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL
Pasall

Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 256



